
 

 

 

IV. PENUTUP  

 

 

 

A. Simpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi 

pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam perkara korupsi 

didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011. Realisasinya adalah 

memberikan keringanan pidana atau bentuk perlindungan lainnya terhadap saksi 

dan korban; mendahulukan penanganan perkara pelapor tindak pidana dan saksi 

pelaku yang bekerja sama apabila pihak-pihak yang dilaporkan memberikan 

laporan balik  terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja 

sama; menjatuhkan pidana percobaan khusus atau pidana percobaan paling 

ringan bagi saksi pelaku yang bekerja sama yang terlibat dalam tindak pidana 

korupsi dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.  

 

2. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap pelapor tindak 

pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara korupsi adalah  faktor 

substansi hukum, yaitu masih belum kuatnya mekanisme perlindungan 

berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban; faktor aparat 

penegak hukum, yaitu masih kurang optimalnya dalam memberikan 
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perlindungan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja 

sama, karena masih terbuka peluang bagi pihak terlapor untuk melaporkan 

kembali pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama; faktor 

sarana dan prasarana, yaitu belum tersedianya sarana yang memadai dalam 

memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang 

bekerja sama dalam tindak pidana korupsi, misalnya penempatan di tempat 

khusus yang dapat menjamin keselamatan nyawa atau harta benda yang dimiliki 

oleh pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dari ancaman 

pihak terlapor; faktor masyarakat, yaitu  masih adanya ketakutan atau 

keengganan masyarakat untuk menjadi pelapor tindak pidana dalam proses 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ketakutan tersebut 

dapat disebabkan oleh adanya ancaman dari para pelaku tindak pidana korupsi, 

apalagi apabila para pelaku ini memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi;  

faktor budaya, yaitu sikap individualisme dalam kehidupan masyarakat, 

sehingga mereka bersikap apatis dan tidak peduli adanya pelaku tindak pidana 

korupsi, khususnya apabila pelaku tindak pidana korupsi merupakan atasan di 

tempat mereka bekerja.   

 

B. Saran  

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja 

sama dalam perkara korupsi hendaknya dilaksanakan secara optimal dan 

meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dengan institusi 

terkait. 
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2. Hendaknya segera dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan di 

bidang perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku 

yang bekerja sama, sehingga formulasi perlindungan hukum menjadi semakin 

komprehensif mulai dari pelaporan, penanganan, perlakukan dan perlindungan 

terhadap pihak-pihak yang membantu aparat penegak hukum dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi.  


